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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Z2@9/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pembudayaan kegemaran
membaca melalui Gerakan Literasi Tabalong, perlu adanya
perhatian dari keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;

bahwa untuk menumbuhkan perhatian dan kepedulian
terhadap minat baca dan literasi masyarakat perlu adanya Role
Model atau teladan dalam membantu menumbuhkan minat
baca dan meningkatkan literasi masyarakat yaitu Bunda
Literasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi
Literasi, perlu menetapkan Bunda Literasi Kabupaten
Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dacrah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774);

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 703);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Tabalong Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
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Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 24);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

0103/0/1981 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Bunda Literasi Kabupaten Tabalong.

Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
yaitu Hj. Desi Suryanti Noor Rifani.

Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas membangun masyarakat Initerat yang cerdas
informasi dan media.

Bunda Literasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik
dilingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun

masyarakat;
b. kerjasama dengan perangkat daerah yang menangani
program/literasi dan jejaring literasi dalam

penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;

c. koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi
dan non profesi serta masyarakat yang berkaitan dengan
masyarakat literat;

d. memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya
perhatian dan komitmen masayarakat terhadap
penyelenggaraan literasi yang bermutu;

e. menerima saran dan masukan dari kebutuhan aktivitas
literasi yang diajukan oleh masyarakat;

[. memberikan masukan dan  pertimbangan  dalam
program/kegiatan masyarakat literat; dan

g. memberikan sosialisasi kegiatan literasi bersama-sama
komunitas literasi, perangkat daerah terkait lainnya di
wilayah Kabupaten Tabalong.



4

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal & Zerte Je2g,

PARAF HIERARKI  PARAF KCORDINAS! BUPATI TABALONG,
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin.

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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